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PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR \[7 TAHUN 2009

TENTANG

'NAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

PADA PT. BANK KAL - BAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI SEKADALU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Dacrah
Kabupaten Sckadau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah  Kabupaten  Sckadau kepada  PT. Bank Kalbar,
Penambahan Penyertaan Modal. Pemerintah Dacrah pada PT. Bank
Kalbar dalam rangka peningkatan Pendapztan Asli Daerah ;

bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha
PT. Bank  Kalbar, Pemerintah Dacrah perlu menambah penyertaan
Modai Dacrah pada perusahaan di maksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana hurup a dan b, perlu
menetapkan  Peraturan Bupati  Sckadau tentang Penambahan
Penyertazn Modal Pemerintah Kabupaten S-kadau pada PT. Bank
Kalbar ;

. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang

pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sckadau di Provinsi
Kalimantan Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4344);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Dacrah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10,
Tambahan Tembaran Nepara Republik Indonesia);

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang, Perseroan Terbatas
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13
Tambahan Lembaran Negri Nomor 2805 );

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
( Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonior 4280 );

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5 Tambahan [embatran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );



6. Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang — Undangan ( Lembaran Negara Republik ‘
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negera |
Republik Indonesia Nomor 4389 ); i

7. Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Wl
Daerah sebagai telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan :
Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua
atau Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lemoaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4022 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian ll
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negarn Repullik Indonesia Nomor 4737 ),

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedeman Pengelolaan Keuangan Dacrah;

I'1. Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2006 tentang vokok — pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah.

12. Peraturan Dacrah 03 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Dacrah Kabupaten Sckadau kepada P, Bank Kalbar.

13. Peraturan  Dacrah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.

MEMUTUSKAN:

kan : PERATURAN  BUPATI  SEKADAU  TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PERINTAH KABUPATEN SEKADAU PADA
PT. BANK KALBAR.

BAB. 1
KETENTUAN UMUM
Pasal. |

peraturan ini yang di maksud dengan :

Dacrah adalah Dacrah Kabupaten Sekadau. :

Pemerintah Daerah adalah  Kepala Daerah beserta perangkat Daerah  sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah. v
Kepala Dacrah adalah Bupati Sckadau, |
Sckretaris Dacrah adalah Sckretaris Da :rah Kabupaten Sekadau.

Penyertaan Modal Dacrah adalah Setiap Usaha Investasi jangka panjang Dacrah yang bersifat
permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.

Deviden adalah bagian keuntungan PT. Bank Kalbar yang dibagikan kepada para pemegang
saham secara propesional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki. !




Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Dacrah yeng ditentukan oleh Kepala
Dacrah untuk menampung scluruh penerimaan Dacrah dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran Dacrah.

PT. Bank Kalbar, sclanjutnya disebut  PI. Bank Kalbar adalah Perscroan yang sahamnya
dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimartan Barat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se¢
Kalimantan Barat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah. selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran
‘Pendapan dan Belanja Dacrah Kabupaten Sckadau.

Kuasa Bendahara Umum Dacrah yang sclanjutnya disit.gkat BUD adnlah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.,

BAB. 1l
TUJUAN

Pasal 2.

Penyertaan Modal Dacrah pada PT. Bank Kalbar bertujuan untuk meningkatkan dan
mengembangkan  kegiatan - Usaha - Perusahaan dimaksud — dalam upayva - menambah
Pendapatan Asli Dacrah ¢ ( PAD ).

Untuk mencapai tujuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Dacrah di
laksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan,

BADB L
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3.

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sckadau sebagaimana: dimaksud
pasal 2 ayat ( 1) berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabapaten Sckadau
Tahun 2000, penjualan asset tanah seluas tnah £903 M dans bangunan ks Gedung
Puskesmas Sekadau Hilir, ‘

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Dacrah Kabupaten Sekadau pada PT Bank Kalbar
schagaimana dimahsud avat (1) paling banyak Rp. 2.629.245.000.00 ¢ Dua Milyar Enam
Ratus Dua Puluh Scmbilan Juta Rupiah ).

Penvertaan Modal Pemerintah Dacrah Kabupaten Sckadau scbagaimana: dimaksud  pada
Avat () terdivi dari penyertaan modal - dalam bentuk uang, tuiai pullhg banyak Rp.
1.000.000.000,00 ( Satu Milyar Rupiah ) don aset tanah dan bagunan 11X, Gedung
Puskesmas Sckadau Hilie dengan luas tanah 4.903 M? ( Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga
Meter Perseei ) dengan nilai paling banyak Rp.1.629.245.000.00 ( Sate: Milyar Enam Ratus
Dua Pulub Sembilan Juta Dua Ratus Smpat Pulub Lima Ribu Rupiah ).

Pasal
wertaan Modal Pemerintah Dacrah Kabupaten Sckadau pada P'T Bank Kalbur dilaksanakan
) Kuasa Bendahara Umum Dacrah dengan berpedoman pada Letentuan yang berlaku.

BAB. 1V
PENGAWASAN
R Pasal 5
Bupati menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan
Modal Dacrah.
Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteiapkan dengan Keputusan Bupati.
Pejabat yag mewakili Pemerintah Dacrah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan
modal dacrah bertanggung jawab langsung kepada Bupati.



g han di Schadau
eoal o 19 OKtober 2009
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ris Dacrah Kab. Sckadau.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

sraturan ini mulai berlaku pada woggal di tetapkan,
par sctiap orang mengetabuinyas memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati i dengan
enempatannya dulam Berita dacrah Kabupaten Sckadau.

Ditetapkan di Senadau
pada tanggal 19 Oktober 2000
BUPATI SEKADAU,

Trp

SIMON PETRUS.

A DAERATT RABUPATEN SERADAUTATIUN 200§ NOMOR ,95




